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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap awak kapal yang 

kapalnya akan berlayar ke wilayah rawan konflik, dimana menurut ILO industri 

perikanan merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan 

kematian yang tinggi di dunia. Banyaknya rintangan yang dihadapi oleh awak 

kapal, bukan tidak mungkin awak kapal dapat berlayar melintasi wilayah-wilayah 

rawan konflik yang membawa bahaya yang tidak biasa bagi awak kapal. Dalam 

peraturan nasional Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 

Tahun 2013 yang memberikan perlindungan bagi awak kapal yang akan 

ditempatkan di awas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, namun 

ketentuan tersebut inkonsisten dengan aturan internasional yaitu MLC yang telah 

diratifikasi Indonesia dimana MLC mengatur apabila suatu kapal berada dalam 

zona perang maka awak kapal berhak atas pemulangan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian 

berdasarkan aturan, prinsip atau doktrin untuk menjawab masalah hukum yang 

ada. Penelitian ini akan menggunakan setiap regulasi yang berkaitan dengan tata 

cara penempatan dan perlindungan terhadap awak kapal. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Awak Kapal, Maritime Labour Convention, Wilayah 

Rawan Konflik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara dengan konsep kepulauan yang memiliki 

banyak potensi di bidang kelautan dan perikanan. Banyaknya potensi 

sumber daya di bidang kelautan, menyebabkan sebagian besar masyarakat 

Indonesia bergantung nasibnya di sektor maritim sebagai nelayan untuk 

mencari nafkah atau menjadi awak kapal. Menempatkan angkatan kerja 

dalam berbagai bidang pekerjaan merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama 

bagi setiap warga negaranya agar memperoleh pekerjan dan penghasilan 

yang layak.1  

Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan.” 

Dalam rangka memenuhi amanat dari pasal tersebut pelaksanaannya 

harus memperhatikan harkat dan martabat manusia, serta perlindungan 

hukum bagi tiap warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar 

Indonesia. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya kesejahteraan 

para pekerja perlu diperhatikan, terutama bagi para awak kapal.  

Menurut International Labour Organization industri perikanan 

merupakan salah satu pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian 

yang tinggi di dunia.2 Banyak rintangan yang dihadapi oleh awak kapal 

dalam menjalankan pekerjaannya mulai dari kondisi cuaca di laut sampai 

lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan 

 
1    Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Tenaga Kerja, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 92 
2   Djojo Suwardjo, dkk, Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan 

Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan 

PPS Cilacap, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No. 

1 Tahun 2010, hlm. 61-62. 
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wilayah yang sangat luas, tidak menutup kemungkinan bahwa awak kapal 

dapat berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan konflik. 

Wilayah-wilayah rawan konflik membawa bahaya yang tidak biasa bagi 

awak kapal, ketika rute perjalanan kapal melintasi wilayah-wilayah atau 

situasi-situasi yang rawan konflik menjadi sangat berbahaya bagi awak 

kapal, karena awak kapal dapat menjadi korban perburuan, penyandraan, 

penculikan, hingga ditahan sebagai tahanan perang. Risiko seperti 

perburuan, penyandraan, penculikan hingga ditahan sebagai tahanan 

perang yang menjadi latar belakang diperlukannya perlindungan yang 

lebih bagi awak kapal yang berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan 

konflik.3 Risiko berbahaya bagi awak kapal yang melintasi wilayah-

wilayah rawan konflik perlu mendapatkan kompensasi dan juga 

perlindungan. 

Dalam instrumen hukum internasional Indonesia telah meratifikasi 

Maritime Labour Convention 2006,4 yang merupakan sebuah konvensi 

ketenagakerjaan dibidang maritim. Konvensi ini mempunyai tujuan untuk 

menciptakan sebuah instrumen yang memperhatikan prinsip-prinsip dan 

hak-hak mendasar di tempat kerja dan memperhatikan bahwa awak kapal 

dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari instrumen ILO lainnya. 

Mengingat insdustri pelayaran yang  mempunyai risiko cukup tinggi, 

serta fakta bahwa awak kapal seringkali harus bekerja di bawah kondisi 

yang tidak dapat diterima sehingga dapat merusak kesejahteraan, 

kesehatan, serta keselamatan mereka, sehingga awak kapal memerlukan 

perlindungan yang khusus dengan standar internasional yang efektif 

untuk sektor ini. Standar internasional ini juga harus diterapkan di tingkat 

nasional. 

 
3  Bambang Cipto, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hlm.266 
4  International Labour Organization, Ratification of ILO Convention     

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUME

NT_ID:312331) diakses pada 5 November 2019, pukul 19.45 WIB 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331
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Maritime Labour Convention 2006 mempunyai dua tujuan dasar yaitu 

pertama, untuk memastikan perlindungan hak pelaut yang komperhensif 

di seluruh dunia (the seaferers’ bill of right), kedua yaitu untuk 

membangun kesetaraan bagi negara dan pemilik kapal yang berkomitmen 

untuk menyediakan kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi pelaut. 

Maritime Labour Convention 2006 mengatur tentang bagaimana jika 

suatu kapal berada dalam zona perang, yakni dalam guideline B.2.5.1 

dengan judul repatriation atau pemulangan, salah satunya menjelaskan 

bahwa: 

“In the event of a ship being bound for a war zone, as defined by 

national laws or regulations or seaferers’ employment agreements, 

to which the seafarer does not consent to go.”5 

Artinya awak kapal wajib berhak atas pemulangan apabila dalam hal 

suatu kapal berada dalam zona perang, yang sebagaimana telah 

ditetapkan berdasarkan hukum atau peraturan nasional atau Perjanjian 

Kerja awak kapal, bilamana awak kapal tidak menyetujui untuk pergi. 

Dalam konvensi ini ketika suatu kapal berada dalam zona perang dan 

awak kapal tidak menyetujui untuk pergi, maka awak kapal tersebut harus 

dipulangkan. 

Dalam tatanan hukum nasional Indonesia mempunyai Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan 

Awak Kapal, peraturan menteri perhubungan ini juga menjelaskan 

ketentuan apabila suatu perusahaan keagenan menempatkan awak kapal 

di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, yang diatur 

dalam Pasal 20 yakni:  

“Apabila perusahaan keagenan awak kapal menempatkan pelaut 

di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka 

pemilik dan operator kapal melalui perusahaan keagenan awak 

 
5   International Labour Organization, Maritime Labour Convention 2006,   

(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf) diakses pada 5 November 2019, 

pukul 20.21 WIB 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf
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kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya 

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja bersama antara 

pemilik/operator kapal dengan serikat pekerja.”6 

Dalam rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila perusahaan 

keagenan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar 

melalui wilayah rawan konflik, maka perusahaan wajib memberi 

kompensasi kepada awak kapal. Rumusan pasal tersebut menjadi tidak 

sesuai  dengan pedoman yang ada dalam ILO Maritime Labour 

Convention 2006 yang merupakan standar internasional menjelaskan 

bahwa apabila awak kapal yang berlayar melintasi wilayah rawan konflik 

dan awak kapal tersebut tidak menyetujui untuk pergi, maka awak kapal 

tersebut harus dipulangkan. 

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menyesuaikan peraturan nasional 

Indonesia dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi, mengingat 

kasus mengenai anak buah kapal semakin melonjak. Mengutip dari CNN 

Indonesia, lima dari delapan anak buah kapal Indonesia dilaporkan 

kembali diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf ketika melaut di 

perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Abu Sayyaf sendiri merupakan 

sebuah kelompok separatis yang didirikan oleh Abdurajak Janjalani sekitar 

tahun 1990, kelompok ini berada di Filipina Selatan khususnya di 

Kepulauan Sulu, Tawi-Tawi, Basilian dan Mindanao.7 

Mengingat Indonesia telah meratifikasi ILO Maritime Labour Convention 

2006, dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan 

Awak Kapal tidak sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam ILO 

Maritime Labour Convention 2006 khususnya guideline B.2.5.1 tentang 

Repatriation. 

 
6   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 
7   un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/abu-sayyaf-group,   

diakses pada 15 Juli 2020, Pukul 13.55 WIB 
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Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan meneliti masalah pentingnya perlindungan hukum bagi 

awak kapal yang berada dalam wilayah-wilayah rawan konflik dengan 

judul “Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia yang 

Kapalnya akan Berlayar ke Wilayah Rawan Konflik.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

menyimpulkan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat inkonsistensi antara Pasal 20 Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dengan Guideline B.2.5.1 

(iv) ILO Maritime Labour Convention 2006? Dalam hal terjadi 

inkonsistensi dari kedua peraturan tersebut, peraturan mana yang 

berlaku? 

2. Bagaimana proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara 

pemilik/operator kapal dengan Awak Kapal yang bukan anggota 

dan anggota serikat pekerja, agar mereka agar mendapatkan 

perlindungan hukum yang baik saat dipekerjakan di wilayah 

rawan konflik? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberi masukan kepada baik pemerintah, pemilik kapal 

dan pekerja mengenai pentingnya memberikan perlindungan yang 

lebih kepada awak kapal yang berlayar melintasi wilayah-wilayah 

rawan konflik. 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat 

kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan bahan 

pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier 

baik dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-
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bahan lain yang saling keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan 

ini.8 Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pengumpulan 

data berdasarkan data tertulis. Pada penelitian hukum ini seringkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan,9 yang apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini 

maka penelitian akan menggunakan setiap aturan dan regulasi yang 

berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaut yang bekerja melewati 

wilayah-wilayah rawan konflik. 

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang akan digunakan 

antaralain sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang mana merupakan 

hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang 

berwenang.10 Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran; 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang 

Pelayaran; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 Tentang 

Perkapalan; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang 

Dokumen Identitas Pelaut; 

 
8  Soerjono Soekanto dan Sri Memudji, 2007, Penulisan Hukum Normatif – Suatu Tinjauan 

singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 12-14. 
9  Ammirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 118. 
10   Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, 

      Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 157. 
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f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 

Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal; 

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 

Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi HAM 

Usaha Perikanan; 

h. Maritime Labour Convention 2006; 

i. Maritime Labour Convention 2014; 

j. Maritime Labour Convention 2016; 

k. Maritime Labour Convention 2019. 

2. Bahan Hukum Sekunder: 

a. Jurnal hukum; 

b. Buku-buku seputar tenaga kerja; 

c. Commentary ILO Maritime Labour Convention 2006. 

3. Bahan Hukum Tersier: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

b. Kamus hukum; 

c. Internet. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

akan disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian latar belakang yang akan 

menjadi dasar penulisan. Dari latar belakang penulisan tersebut akan 

dibentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, serta akan dijelaskan 

mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL 

INDONESIA YANG MELINTASI WILAYAH-WILAYAH RAWAN 

KONFLIK MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA 
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Pada bab ini akan membahas seputar regulasi nasional yang mengatur 

tentang awak kapal yang bekerja melintasi wilayah rawan konflik. 

 

BAB III :  PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL 

INDONESIA YANG MELINTASI WILAYAH-WILAYAH RAWAN 

KONFLIK MENURUT MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 

Pada bab ini akan dipaparkan perlindungan hukum bagi awak kapal yang 

melintasi wilayah-wilayah rawan konflik menurut ILO Maritime Labour 

Convention 2006  

 

BAB IV : KEWAJIBAN INDONESIA DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK 

KAPAL INDONESIA DALAM WILAYAH RAWAN KONFLIK 

Pada bab ini akan dipaparkan kewajiban indonesia dalam melindungi 

awak kapal indonesia yang berlayar melintasi wilayah-wilayah rawan 

konflik. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta kritik dan 

saran. 
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